


 

 
  

  BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 

1.1.  LATAR BELAKANG 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sisitem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah, mengisyaratkan bahwa Kepala OPD menyusun Laporan Kinerja 

Tahunan dan menyampaikannya kepada Gubernur paling lambat 2 (dua) bulan setelah 

tahun anggaran berakhir. 

  Akuntabilitas capaian kinerja penyelenggaraan pembangunan kelautan dan 

perikanan provinsi Maluku sepanjang tahun 2021 disampaikan dalam Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah yang merupakan sarana keterbukaan informasi publik oleh 

instansi pemerintahan dalam mengkomunikasikan kinerja penyelenggaraan 

pembangunan, sekaligus alat penilaian dan pendorong demi terwujudnya 

pemerintahan yang bersih yang bertujuan untuk : 

• Mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan program kegiatan dari 

unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi, 

• Pengambilan keputusan ke arah perbaikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi serta ketaatan terhadap peraturan-peratruran yang berlaku. 

• Perbaikan dalam perencanaan, demi terwujudnya visi dan misi dari organisasi. 

 

1.2.  GAMBARAN UMUM DAN POTENSI KELAUTAN PERIKANAN 

 Provinsi Maluku adalah wilayah Kepulauan dengan luas wilayah 712.479,65 

km², terdiri dari 92,4 % luas perairan (658.294,69 km²) dan 6,5 % luas daratan 

(54.185 km²) dengan luas wilayah pengelolaan 0-12 mil adalah 155.278,25 km2. 

Pembagian wilayah Maluku secara administrative terdiri dari sembilan Kabupaten dan 

dua kota yang masing-masing memiliki karakteristik dan potensi perikanan yang 

berbeda. Letak Geografis Maluku yag berada pusat sabuk segitiga emas terumbu 

karang dunia sehingga mengakibatkan Provinsi Maluku kaya akan sumberdaya ikan, 

dan memiliki 1340 pulau (1336 Pulau Kecil dan 4 Pulau Besar) dengan panjang garis 

pantai 10.630,1 km 13 % dari total panjang garis pantai di Indonesia. Dari jumlah 



 

2 
 

pulau tersebut diatas, sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2017 

tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar, Provinsi Maluku memiliki 19 pulau 

terluar yang tersebar di 4 Kabupaten yaitu Kabupaten Kepulauan Aru sebanyak 8 

pulau, Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebanyak 4 pulau, Kabupaten Maluku Barat  

Daya  sebanyak  6 pulau, dan 1 pulau di Kabupaten Maluku Tenggara. Berdasarkan 

survei Toponimi tahun 2008, ada 554 pulau yang sudah bernama sedangkan 786 

pulau yang belum bernama, 162 pulau diantaranya berpenduduk sedangkan 1.178 

pulau tidak berpenduduk. 

 

Tabel 1.1 Pulau-Pulau Kecil Terluar di Provinsi Maluku 

No Kabupaten Pulau-Pulau Kecil Terluar Jumlah 

1. Maluku Tenggara 1. Pulau Kei Besar 1 

2. Kepulauan Aru 

1. Pulau Ararkula 
2. Pulau Karaweira 

3. Pulau Penambulai 
4. Pulau Kultubai Utara 

5. Pulau Kultubai Selatan 
6. Pulau Karang 
7. Pulau Enu 

8. Pulau Batugoyang 

8 

3. 
Kepulauan 
Tanimbar 

1. Pulau Larat 
2. Pulau Asutubun 
3. Pulau Selaru 

4. Pulau Batarkusu 

4 

4. Maluku Barat Daya 

1. Pulau Masela 
2. Pulau Meatimiarang 

3. Pulau Leti 
4. Pulau Kisar 

5. Pulau Wetar 
6. Pulau Liran 

6 

Total 19 

 

 

Upaya untuk membangun dinamika pembangunan pada sektor kelautan dan 

perikanan didukung dengan peluang pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang 

terdistribusi pada tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 

(WPP-NRI) yang masuk dalam wilayah pembangunan Provinsi Maluku, masing-masing 

WPPNRI 714 – Perairan Teluk Tolo dan Laut Banda, WPPNRI 715 – Perairan Teluk 
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Tomini, Laut Maluku, Laut halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau dan WPPNRI 718 

– Laut Aru, Laut Arafura dan laut Timor bagian Timur yang secara keseluruhan pada 

ketiga WPP tersebut menyumbang 4.669.030 ton. Dengan Jumlah Tangkapan yang 

dibolehkan (JTB) sebesar 3.735.225 ton, ketiga WPP memberikan kontribusi sebesar 

30% bagi potensi Sumber Daya Ikan Nasional (KepMen KP Nomor 50 Tahun 2017). 

 

Tabel 1.2 Potensi Sumberdaya Ikan pada 3 Wilayah Pengelolaan Perikanan 

No Jenis Ikan 
Potensi Sumber Daya Ikan  (Ton) 

WPPNRI - 714 WPPNRI - 715 WPPNRI - 718 

1 Ikan Pelagis Kecil 165.944 555.982 836.973 

2 Ikan Pelagis Besar 304.293 31.695 818.870 

3 Ikan Demersal 98.010 325.080 876.722 

4 Ikan Karang 145.530 310.866 29.485 

5 Udang Paneid 3.1810 6.436 62.842 

6 Lobster 724 846 1.187 

7 Kepiting 1.145 891 1.498 

8 Rajungan 1.669 495 775 

9 Cumi-Cumi 68.444 10.272 9.212 

Total 788.939 1.242.526 2.637.565 

Sumber : KepMen KP Nomor 50 Tahun 2017 

 

Selain potensi perikanan tangkap, perairan Provinsi Maluku dan sekitarnya 

mempunyai peluang yang sangat besar untuk pengembangan perikanan budidaya, 

sesuai dengan lingkungan strategis dan potensi sumber daya lahan yang tersedia.  

Lahan budidaya laut yang tersedia  mencapai 495.300 Ha dengan tingkat pemanfaatan 

baru mencapai 5 %. Potensi budidaya air payau seluas 191.450 Ha dengan tingkat 

pemanfaatan 3,5 % untuk budidaya udang dan bandeng. Luas lahan untuk budidaya 

air tawar mencapai 11.700 Ha dengan pemanfaatan masih      dibawah 2 %. 

  Ekosistem khas pesisir di Provinsi Maluku terdiri dari mangrove, lamun dan 

terumbu karang. Luas ekosistem mangrove mencapai 53.029,83 Ha, Ekosistem Lamun 

9.374,72 Ha, dan ekosistem Terumbu Karang seluas 26.729,76 Ha. Untuk mengelola 

potensi pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di atas, Provinsi Maluku memiliki konsep 
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Pembangunan Berbasis Gugus Pulau dimana berdasarkan PERDA Nomor 16 Tahun 

2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033, 

Keseluruhan Pulau tersebut dibagi dalam 12 Gugus Pulau, yaitu: 

1. Gugus Pulau I (Pulau Buru)  

2. Gugus Pulau II (Seram Barat) 

3. Gugus Pulau III (Seram Utara) 

4. Gugus Pulau IV (Seram Timur) 

5. Gugus Pulau V (Seram Selatan) 

6. Gugus Pulau VI (Kepulauan Banda) 

7. Gugus Pulau VII (P. Ambon dan 

P.P. Lease) 

8. Gugus Pulau VIII (Kepulauan Kei) 

9. Gugus Pulau IX (Kepulauan Aru) 

10. Gugus Pulau X (Kepulauan 

Tanimbar) 

11. Gugus Pulau XI (Kepulauan Babar) 

12. Gugus Pulau XII (Pulau-Pulau Terselatan).  

 

1.3.   SUSUNAN ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku merupakan salah satu Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Maluku yang telah menerapkan konsep 

perencanaan pembangunan berbasis Gugus Pulau dengan ditetapkannya Peraturan 

Gubernur Maluku Nomor 63 Tahun 2017 tentang kedudukan, tugas dan fungsi, 

susunan organisasi dan tata kerja Cabang Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah 

Provinsi Maluku yang terdiri dari 12 Cabang dinas berbasis Gugus Pulau. 

Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku sebagaimana disebutkan 

dalam Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016 tentang kedudukan, Tugas 

dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku 

merupakan Unsur Pelaksanan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan 

yang menjadi Kewenangan daerah Provinsi. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut 

DKP Provinsi Maluku menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

1. Perumusan kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan; 
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2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan; 

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kelautan dan Perikanan; 

4. Pembinaan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan; 

5. Pembinaan cabang dinas dan/atau unit pelaksana teknis dinas; 

6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; 

7. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan 

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan 

fungsinya.   

 

Selanjutnya dalam Peraturan Gubernur Maluku Nomor 19 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 

Provinsi Maluku, maka Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

Maluku yang terdiri atas : 

a. Kepala Dinas 

b. Sekretariat, terdiri atas : 

1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 

2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

3. Sub Bagian Keuangan dan Aset 

c. Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; 

d. Bidang Perikanan Tangkap; 

e. Bidang Pengelolaan Ruang Laut; 

f. Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 

g. Cabang Dinas; 

h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), dan 

i. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

Cabang Dinas Gugus Pulau diatur dalam Peraturan Gubernur Maluku  

Nomor 63 Tahun 2017 mempunyai tugas melaksanan Sebagian urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah provinsi di bidang kelautan dan perikanan, dengan 

fungsi sebagai berikut : 
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1. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan program sesuai dengan lingkup 

bidang tugas dan wilayah kerjanya; 

2. Koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sesuai 

dengan lingkup bidang tugas dan wilayahnya; 

3. Koordinasi dan pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup dan bidang 

tugas dan wilayah kerjanya; 

4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikanan oleh Kepala Dinas Kelautan dan 

Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

Cabang Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, terdiri dari : 

1. Cabang Dinas Gugus Pulau I ( Buru dan Buru Selatan ) Kelas A di Masarete; 

2. Cabang Dinas Gugus Pulau II ( Seram Bagian Barat ) Kelas A di Piru; 

3. Cabang Dinas Gugus Pulau III ( Seram Utara ) Kelas B di Wahai; 

4. Cabang Dinas Gugus Pulau IV ( Seram Bagian Timur ) Kelas A di Bula; 

5. Cabang Dinas Gugus Pulau V ( Seram Bagian Selatan ) Kelas A di Amahai; 

6. Cabang Dinas Gugus Pulau VI ( Kepulauan Banda ) Kelas A di Banda; 

7. Cabang Dinas Gugus Pulau VII ( Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease ) Kelas A 

di Waai; 

8. Cabang Dinas Gugus Pulau VIII ( Kepulauan Kei ) Kelas A di Tual; 

9. Cabang Dinas Gugus Pulau IX ( Kepulauan Aru ) Kelas A di Dobo; 

10. Cabang Dinas Gugus Pulau X ( Kepulauan Tanimbar ) Kelas A di Saumlaki; 

11. Cabang Dinas Gugus Pulau XI ( Pulau-Pulau Babar ) Kelas A di Tepa; 

12. Cabang Dinas Gugus Pulau XII ( Pulau-Pulau Terselatan ) Kelas A di Letti. 

 

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) diatur dengan Peraturan Gubernur Maluku 

Nomor 64 Tahun 2018, yang mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan teknis 

operasional/kegiatan penunjang tertentu di bidang kepelabuhan perikanan, budidaya 

laut dan benih ikan pantai, terdiri dari :  

1.  Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Banda; 

2.    Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Dobo; 

3.    Balai Budidaya Laut (BBL) Tual; 

4.    Balai Budidaya Laut (BBL) Dobo; 
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5.    Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Masika Jaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan  

 

 

 

 

1.4.   JUMLAH PEGAWAI PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Maluku di dukung 189 PNS yang tersebar pada Kantor Dinas,  

12 Cabang Dinas  dan 5 UPTD dengan rincian jumlah pegawai adalah  

sebagai berikut : 

 

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Dinas Tahun 2021 

NO DINAS/CABANG /UPTD JUMLAH PEGAWAI 

 

KEPALA DINAS 

JABATAN 

FUNGSIONAL 
 

SEKRETARIAT 

KASUBAG 
KEPEGAWAIAN  

DAN UMUM 

KEPALA BIDANG 
PERIKANAN BUDIDAYA, 

PENGOLAHAN DAN 
PEMASARAN HASIL 

PERIKANAN 

KEPALA BIDANG 
PERIKANAN 
TANGKAP 

 

KEPALA 
BIDANG 

PENGELOLAAN 
RUANG LAUT 

 

KEPALA BIDANG 
PENGAWASAN 
SUMBER DAYA 
KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 

 

UPTD 
 

CABANG DINAS 

 

KASUBAG 
PERENCANAAN, 
EVALUASI DAN 

PELAPORAN 

KASUBAG 

KEUANGAN DAN 

ASET 
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PNS 

1 Dinas Kelautan dan Perikanan 53 

2 Cabang Dinas Gugus Pulau I 9 

3 Cabang Dinas Gugus Pulau II 8 

4 Cabang Dinas Gugus Pulau III 4 

5 Cabang Dinas Gugus Pulau IV 9 

6 Cabang Dinas Gugus Pulau V 6 

7 Cabang Dinas Gugus Pulau VI 7 

8 Cabang Dinas Gugus Pulau VII 14 

9 Cabang Dinas Gugus Pulau VIII 8 

10 Cabang Dinas Gugus Pulau IX 6 

11 Cabang Dinas Gugus Pulau X 9 

12 Cabang Dinas Gugus Pulau XI 6 

13 Cabang Dinas Gugus Pulau XII 6 

14 UPTD BBL Tual 12 

15 UPTD BBL Dobo 8 

16 UPTD BBIP Masika Jaya 10 

17 Pelabuhan Perikanan Pantai Banda 5 

18 Pelabuhan Perikananan Pantai Dobo 9 

TOTAL JUMLAH PEGAWAI 189 

 

 

 

 

 

 

1.5. Isu-Isu Strategis 

Isu-isu strategis berdasarkan identifikasi masalah implementasi pembangunan 

kelautan dan perikanan di Provinsi Maluku sesuai Tugas dan Fungsi DKP Provinsi 

Maluku. Beberapa isu strategis yang teridentifikasi dan terumuskan, meliputi:  

1. Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan laut, baik potensi 

sumberdaya ikan yang terdistribusi di WPP 714, 715, dan 718, maupun pemanfaatan 
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lahan untuk pengembangan budidaya perairan, pengembangan kawasan minawisata, 

jasa-jasa kelautan, serta pengelolaan kawasan koservasi perairan pesisir dan pulau-

pulau kecil; 

2. Rendahnya kapasitas pelaku usaha perikanan (nelayan, pembudidaya, pengolah dan 

pemasar) dan Pokmaswas, untuk mengoptimalkan kegiatan ekonomi produktif dan 

pengawasan terhadap lingkungan dan sumberdaya kelautan dan perikanan 

3. Terbatasnya sarana dan prasarana Perikanan Budidaya, Tangkap, Pengolahan, 

Pengelolaan Ruang Laut, dan Pengawasan SDKP; 

4. Rendahnya produktivitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan dalam 

mendukung produktvitas sektor kelautan dan perikanan; 

5. Belum optimalnya pengaturan dan penerapan regulasi kelautan dan perikanan;  

6. Terjadinya kerusakan ekosistem pesisir dan laut; 

7. Kurangnya kerjasama antara pelaku usaha dan pemerintah dalam pengolahan dan 

pemasaran hasil perikanan; 

8. Rendahnya pemahaman budaya maritim; 

9. Lemahnya implementasi kearifan lokal pengelolaan sumber daya kelautan dan 

perikanan; 

10. Belum optimalnya sistem database kelautan dan perikanan. 

11. Pandemic Covid-19. 

 

 



 BAB II.  
PERENCANAAN KINERJA 

  

 

2.1. RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 

2014-2019 

Dalam upaya mencapai kondisi yang ideal sebagaimana termuat pada RPJMD 

Provinsi Maluku, maka tujuan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan 

Provinsi Maluku dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas 

Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun 2019-2024. Dokumen ini menjadi 

instrumen utama dalam mengarahkan pembangunan kelautan dan Perikanan 

secara khusus dan mendukung pembangunan Maluku secara umum. 

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

sistem perencanaan pembangunan Nasional pasal 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat 

(2), bahwa instansi wajib menyusun Rencana Strategis Instansi untuk menjamin 

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran  dan 

pelaksanaan pengawasan serta menjamin tercapainya  penggunaan sumberdaya 

secara efisien, efektif , berkeadilan dan berkelanjutan. 

Dokumen Renstra Dinas merupakan dokumen perencanaan jangka menengah 5 

tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan 

serta penganggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Organisasi 

Perangkat Daerah. 

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku (Renstra DKP) 

yang selanjutnya disingkat dengan Renstra DKP berfungsi sebagai arah dan 

pedoman dalam rangka merumuskan kebijakan, menetapkan program dan 

kegiatan,  juga sebagai bahan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan 

program/kegiatan dimaksud.  Renstra ini diharmonisasikan dengan Renstra 

Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan disinkronisasikan dengan Renstra 

Dinas Perikanan Kabupaten/Kota. Terkait dengan itu, semangat melaksanakan 

Renstra DKP ini mengikuti Moto DKP yakni: KERJA KERAS UNTUK MELAYANI, 

dan Maklumat DKP adalah: SIAP MENSEJAHTERAKAN PELAKU UTAMA 

KELAUTAN DAN PERIKANAN. 
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Pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Maluku diarahkan untuk 

menjawab kebijakan pembangunan daerah yang berbasis pada visi, misi dan 

program Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku. 

 

 Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode 

2019-2024 

Visi Pembangunan Provinsi Maluku merupakan wujud nyata dari Visi Gubernur dan Wakil 

Gubernur Maluku periode 2019-2024 yaitu: 

“ Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam 

Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan ” 

 

Pencapaian Visi tersebut dielaborasi dan diharapkan dapat dijawab melalui Misi 

Pembangunan Daerah Maluku periode 2019-2024, yang telah ditetapkan yaitu: 

1. Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani; 

2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau; 

3. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan; 

4. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau; 

5. Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata; 

6. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi. 

 

Pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Maluku diarahkan untuk menjawab kebijakan 

pembangunan daerah yang berbasis pada visi, misi dan program Gubernur dan Wakil 

Gubernur Maluku. Telaah terhadap visi tersebut menunjukkan bahwa dalam tiga pokok Visi 

tersebut dapat dicapai melalui implementasi tugas dan fungsi DKP Provinsi Maluku.  

Pertama, Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, bermakna: “Dalam 

implementasi pembangunan sektor kelautan dan perikanan dijiwai oleh tugas dan fungsi koordinasi 

kelembagaan dan pengaturan pengelolaan kelautan dan perikanan, yang mampu 

mengarahkan seluruh jajaran DKP bebas dari segala bentuk praktek korupsi, kolusi dan nepotisme 

serta memiliki kewajiban melayani masyarakat kelautan dan perikanan dengan hati yang jujur dalam 

penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan di seluruh wilayah Provinsi Maluku. 

Kedua, Maluku yang terjamin dalam Kesejahteraan bermakna: “Dalam implementasi 

pembangunan sektor kelautan dan perikanan melalui tugas dan fungsi penguatan kapasitas pelaku 
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utama perikanan, peningkatan daya saing produk perikanan, pengentasan kemiskinan pelaku 

usaha kelautan dan perikanan serta penguatan sistem data base, DKP sangat mendukung 

pembangunan daerah melalui memiliki komitmen yang kuat untuk menjamin peningkatan 

kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Demikian juga, tercapainya upaya-upaya 

memperkecil kesenjangan sosial dan ekonomi mereka di seluruh wilayah Provinsi Maluku.  

Ketiga, Maluku yang berdaulat atas gugusan kepulauan memiliki makna: implementasi 

pembangunan sektor kelautan dan perikanan melalui tugas dan fungsi pengelolaan sumberdaya 

ikan di wilayah kewenangan provinsi, pengelolaan lingkungan dan sumberdadaya kelautan 

dan perikanan, serta perbaikan perikanan IUU melalui pendekatan LRR, dan peningkatan 

infrastruktur kelautan dan perikanan diarahkan untuk menjawab kebutuhan pengelolaan 

lingkungan dan sumber daya alam melalui pemanfaatan segala kewenangan yang ada untuk sebesar-

besarnya kesejahteraan seluruh masyarakat kelautan dan perikanan di seluruh wilayah kepulauan 

Provinsi Maluku. 

  

Secara holistik, DKP memiliki tugas dan fungsi yang dapat mengakomodasi kebutuhan 

pembangunan Provinsi Maluku sesuai rumusan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur 

Provinsi Maluku Tahun 2019-2024. Pemetaan tugas dan fungsi ini membuktikan bahwa DKP 

sebagai salah satu OPD di Provinsi Maluku mampu menjawab dinamika pembangunan di 

Provinsi Maluku berbasis visi dan misi secara holistik. Sesuai rumusan RPJMD, seluruh alokasi 

tugas dan fungsi DKP difokuskan  untuk menjawab kebutuhan pembangunan yang berbasis 

pada pencapaian Misi 3. Pemetaan tugas dan fungsi DKP yang dilakukan, diarahkan pada 

implikasinya dalam menjawab rumusan Misi 3 Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku 

Tahun 2019-2024. Dukungan terhadap implementasi tugas dan fungsi DKP secara total untuk 

memenuhi pencapaian Misi 3 (Tabel 1).  

 

Tabel 1. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perikanan Provinsi   Maluku 

Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Gubernur Tahun 2019 - 2024 

Visi      :  Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin  

               Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan 

Misi  3 :  Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan 

No. Program 
Faktor 

Penghambat Pendorong 

1. Pemberdayaan Masyarakat dalam 
Pengawasan dan Pengendalian 
Sumberdaya Kelautan 

• Perilaku Masyarakat 
• Kesadaran Masyarakat rendah 
• Pengawas dan Sarpras terbatas 

• Perda RZWP3K 
• Perguruan Tinggi dan LSM 
• Diklat Pengawasan 
• CSR 
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Visi      :  Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin  

               Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan 

Misi  3 :  Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan 

No. Program 
Faktor 

Penghambat Pendorong 

2. Peningkatan Kesadaran dan 
Penegakan Hukum dalam 
Pedayagunaan Sumberdaya Laut 

• Keterbatasan Pengawas dan 
PPNS 

• Masih maraknya IUU Fishing 
dan Desctructive Fishing 

• Regulasi Perikanan 
• RAD Perbaikan Perikanan IUU 
• Diklat PPNS 
• CSR 

3. Peningkatan Kegiatan Budaya 

Kelautan dan Wawasan Maritim 

kepada Masyarakat 

• Perilaku masyarakat pesisir dan 

pulau-pulau kecil. 

• Aktivitas yang merusak 

• Kepres No. 126 Tahun 2001. 

• Poros Maritim Jilid II 

• CSR 

4. Peningkatan Mitigasi Bencana Alam 

Laut dan Prakiraan Iklim Laut 

• Pengetahuan dan Pemahaman 

Masyarakat yang masih rendah 

• Perencanaan dan Kebijakan 

Pembangunan KP berbasis 

Mitigasi Bencana Alam Laut 

masih rendah. 

• RAD APIK 

• Isu Global, Regional dan 

Nasional 

 

5. Pengembangan Budidaya Perikanan • Skala usaha masih kecil/ 

tradisional 

• Pendidikan dan ketrampilan 

pelaku utama budidaya  rendah 

• Infrastruktur pendukung belum 

optimal 

• Perpres No. 33 Tahun 2019 

tentang Panduan 

Pengembangan Industri 

Rumput Laut. 

• Kebijakan KKP 2020-2024 

(Perikanan Budidaya 

dioptimalkan dan diperkuat, 

Penerapan EAA) 

• Kebijakan Daerah terkait 

komoditas unggulan budidaya 

perikanan. 

• CSR 

6. Pengembangan Perikanan Tangkap • Pendidikan dan ketrampilan 

pelaku utama perikanan 

tangkap  rendah 

• Infrastruktur pendukung belum 

optimal 

• Kebijakan KKP 2020-2024 

(Penerapan EAFM) 

• Permen-KP No. 50 Tahun 2017  

• Kebijakan Pemerintah Daerah 

terkait peningkatkan produksi 

perikanan berkelanjutan 

• CSR 

7. Optimalisasi Pengelolaan dan 

Pemasaran Produksi Perikanan 

• Nilai tambah dan daya saing 

produk perikanan masih rendah 

• Akses Pasar lemah 

• Kualitas dan kuantitas produk 

rendah. 

• Kepres No. 3 Tahun 2014 (Hari 

Ikan Nasional) 

• Permen-KP No. 5 Tahun 2014 

tentang Sistem Logistik Ikan 

Nasional 

• Forum-forum promosi produk 

perikanan 

• Semakin meningkatnya 

permintaan pasar internasional 

• CSR. 

8. Pengembangan Kawasan Budidaya 

Laut, Air Payau dan Air Tawar 

• Terbatasnya ketersediaan dan 

distribusi induk dan benih 

unggul. 

• Inovasi dan Teknologi Budidaya 

Perikanan (Resirculation 

Aquaculture System) 

• CSR 

9. Pengelolaan Ruang Laut • Ketaatan pengguna wilayah 

pesisir dan pulau-pulau kecil 

masih rendah. 

• Perda RZWP3K 
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Visi      :  Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin  

               Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan 

Misi  3 :  Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan 

No. Program 
Faktor 

Penghambat Pendorong 

• Dampak Perubahan Iklim Global 

• Kelembagaan, Jejaring dan 

Kemitraan Kawasan Konservasi 

belum tersedia. 

• Isu Global dan Kebijakan 

Nasional Kawasan Konservasi 

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

• CSR 

 

10. Peningkatan Dukungan Manajemen 

dan Data Teknis Lainnya 

• Kualitas dan Kuantitas SDM 

Enumerator masih kurang. 

• Sarana Penunjang Manajemen 

dan Sistem Database belum 

memadai. 

• Permen-KP No. 67 Tahun 2017 

tentang Satu Data KP. 

• Pergub No. 63 Tahun 2018 

tentang Cabang Dinas. 

• Pergub No 64 Tahun 2018 

tentang UPTD. 

 

2.1.3. TUJUAN 

Adapun tujuan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Maluku dalam 

kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yaitu sebanyak 3 (tiga) rumusan : 

1. Meningkatkan pendapatan pelaku utama kelautan dan perikanan. 

2. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam laut, pesisir dan pulau-

pulau kecil yang efektif dan efisien. 

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan KP yang kuat dan efektif 

 

2.1.4. SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN  

Dari tiga (3) tujuan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Maluku 

terdapat  8  Sasaran Strategis yaitu : 

 

Tabel 3.  Tujuan dan Sasaran Strategis DKP Maluku Tahun 2019-2024 

TUJUAN 1 

Meningkatkan pendapatan pelaku utama kelautan dan perikanan. 

Sasaran Strategis  

1. Meningkatnya Produksi Perikanan 

2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 

TUJUAN 2  

Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 
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Sasaran Strategis : 

1. Tercapainya penatakelolaan ruang laut yang optimal 

2. Meningkatnya ketahanan pulau-pulau kecil terhadap perubahan iklim 

3. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil  

TUJUAN 3   

Meningkatkan kapasitas kelembagaan KP yang kuat dan efektif 

Sasaran Strategis : 

1. Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur kelautan dan perikanan 

2. Terwujudnya sistem data dan informasi kelautan dan perikanan yang terintegrasi 

3. Terwujudnya penegakan regulasi yang kuat dan efektif 

 

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Berdasarkan  Tujuan dan Sasaran Strategis Pembangunan Kelautan dan Perikanan di 

Provinsi Maluku, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku menetapkan 

Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 4 : Indikator Kinerja Tahun 2021 
 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA 

1 Meningkatnya Produksi Perikanan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Sektor Kelautan dan Perikanan 

2 Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya 

Saing Produk Kelautan dan Perikanan 

1. Nilai Tukar Nelayan (NTN) 

2. Nilai Tukar Pembudidaya 
(NTPi) 

3. Pendapatan Pengolah dan 

Pemasar (Rp,-) 
4. Jumlah Sertifikat Kelayakan 

Pengolahan yang diterbitkan 
5. Volume Produksi Pengolahan 

Hasil Perikanan (ton) 
6. Volume Ekspor Produk 

Perikanan (ton) 

7. Nilai Ekpsor Produk Perikanan 
(USS) 

8. Angka Konsumsi Ikan 
(Kg/kap/Tahun) 

3 Tercapainya Penatakelolaan Ruang Laut 
yang Optimal 

Jumlah Pulau kecil yang dikelola 
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4 Meningkatnya Ketahanan Pulau-Pulau 
Kecil Terhadap Perubahan Iklim 

Jumlah Gugus Pulau yang 
terfasilitasi MItigasi dan Adaptasi 
Perubahan Iklim 

5 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil 

Jumlah Pokmaswas yang 

Berperan dalam Pengawasan 

6 Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur Kelautan dan Perikanan 

Persentasi Tingkat Pelayanan 
Publik (%) 

7 Terwujudnya sistem data dan informasi 
kelautan dan perikanan yang terintegrasi 

Sistem Database yang 
terintegrasi 

8 Terwujudnya Penegakan Regulasi yang 

Kuat dan Efektif  

Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha 

Kelautan dan Perikanan terhadap 
Perundang-Undangan (%) 

 

2.3.  RENCANA KINERJA TAHUNAN 

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku 

berisikan program/kegiatan tahunan dan anggaran pelaksanaan program/kegiatan 

tersebut, yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai 

sebagaimana Visi dan Misi pada Renstra Dinas Tahun 2019-2024. Untuk Tahun 2021 

rencana kinerja tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku ditetapkan 

capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja pada tingkat sasaran dan 

kegiatan melalui Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku 

Tahun 2021.  

 

2.4. PERJANJIAN KINERJA (PK) 

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen pada tiap tingkatan untuk mencapai 

kinerja yang jelas dan terukur yang diwujudkan melalui capaian indikator dari setiap 

sasaran. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku 

Tahun 2021 adalah sebagai berikut : 

 

 

 

Tabel 5. Target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 

 

SASARAN STRATEGIS 1 
“ Meningkatnya Produksi Perikanan” 

INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET 2021 

PAD Sektor Kelautan dan Perikanan  Rupiah   5.900.000 
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(Rp. 000) 

SASARAN STRATEGIS 2 
“Meningkatnya Nulai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan 

Perikanan” 

1. Nilai Tukar Nelayan (NTN) 

2. Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi) 
3. Pendapatan Pengolah dan Pemasar 

(Rp.) 
4. Jumlah Sertifikat Kelautan Pengolahan 

yang diterbikan 
5. Volume Produksi Pengolahan Hasil 

Perikanan  

6. Volume Ekspor Produk Perikanan 
7. Nilai Ekspor Produk Perikanan 

8. Angka Konsumsi Ikan 

 

 
Rupiah 

 
 

 
Ton 

 

Ton 
 

USS 
Kg/kap/tahun 

101,78 

101,50 
1.321.018 

 
35 

 
2.290,84 

 

1.765 
 

14.118.210 
68,69 

SASARAN STRATEGIS 3 
“ Meningkatnya Ketahanan Pulau-Pulau Kecil Terhadap Perubahan 

Iklim “ 

INDIKATOR KINER UTAMA SATUAN TARGET 2021 

Jumlah Gugus Pulau yang terfasilitasi 
Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 

Pulau 3 

SASARAN STRATEGIS 4 
“ Pemberdayaan Masyarkat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” 

INDIKATOR KINER UTAMA SATUAN TARGET 2021 

Jumlah POKMASWAS yang Berperan dalam 

Pengawasan 

Kelompok 103 

SASARAN STRATEGI 5 
“ Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kelautan dan 

Perikanan “ 

INDIKATOR KINER UTAMA SATUAN TARGET 2021 

Persentasi Tingkat Pelayanan Publik % 96,36 

SASARAN STRATEGIS 6 

“ Terwujudnya Penegakan Regulasi yang Kuat dan Efektif ” 

INDIKATOR KINER UTAMA SATUAN TARGET 2021 

Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan 
dan Perikanan Terhadap Perundang-
undangan 

% 60 

 

 
 



  

 BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

3.1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA  

Pencapaian kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan 

program/kegiatan sepanjang tahun 2021 sesuai dengan target sasaran  strategis dari 

masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas 

Kelautan dan Perikanan 2019-2024 dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi 

Pembangunan Provinsi Maluku dengan mengoptimalkan pengelolaan dan 

pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.  

Laporan Kinerja menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan yang disusun berdasarkan rencana kerja yang telah 

ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Penyajian Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dibuat 

sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden nomor 29 

Tahun 2014 tentang Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan 

tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .  

 

Untuk mempermudah interprestasi dari pencapaian sasaran dan indikator kinerja 

digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut : 

 

Tabel 3.1. Interprestasi dari Pencapaian Sasaran dan Indikator KInerja 

No Rentang Capaian Kategori Capaian 

1 Lebih dari 100 % Baik Sekali (BS) 

2 76 % - 100 % Baik (B) 

3 56 % - 75 % Cukup (C) 

4 Kurang dari 55 % Kurang (K) 
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Pada tahun 2021 sesuai dengan target kinerja pada Perjanjian Kinerja terdapat  6 

Indikator Sasaran Strategis dengan 13 Indikator Kinerja Utama. Dari 6 

Indikator Sasaran Strategis (SS)  50% berkategori baik sekali dan 50% 

berkategori baik. Untuk kategori Indikator Kinerja Utama dari 13 Indikator, 

53,85 %  (7 indikator) berkategori Baik Sekali, 46,15 % (6 indikator) 

menunjukan kategori Baik.  

Dari rata-rata capaian indikator Sasaran Stratgeis (SS) dapat dijelaskan bahwa capaian 

kinerja sasaran yang dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku 

sebesar 114,78% dengan kategori Baik Sekali. Refocusing Anggaran Tahun 2021 

sebagai dampak dari Pandemik Covid-19 mempengaruhi capaian kinerja indikator 

sasaran stratgeis dan indikator kinerja utama. Implementasi dari capaian Kinerja 

Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku 

Tahun 2021 seperti terlihat pada tabel 3.2. 

 

Tabel 3.2. Pengukuran Capain Kinerja dari Sasaran Strategis dan IKU 

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun 2021 

 

SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA UTAMA 
TARGET REALISASI 

CAPAIAN 

% 

Meningkatanya 

Produksi 

Perikanan 

(SS1) 

Nilai Pendapatan 

Asli Daerah sektor 

Perikanan 

Rp. 5.900.000.0000 Rp. 7.928.293.935 134,38 

Rata-rata Capaian SS1 134,38 

Meningkatnya 

Nilai Tambah dan 

Daya Saing 

Produk Kelautan 

dan Perikanan 

(SS2) 

Nilai Tukar Nelayan 

(NTN) 

101,78 107,17 105,3 

Nilai Tukar 

Pembudidaya 

(NTPi) 

101,50 97.63 96,13 

Pendapatan 

Pengolah dan 

Pemasar 

Rp. 1.321.018 Rp. 2.097.547 158,78 

Jumlah Sertifikat 

Kelautan dan 

35 34 97,14 
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Pengolahan yang 

diterbitkan 

Volume Produksi 

Pengolahan Hasil 

Perikanan 

22.429 Ton 18.569,99 Ton 82,79 

Volume Ekspor 

Produk Perikanan 

1.765 Ton 2.290,84 Ton 129,79 

Nilai Ekspor Produk 

Perikanan 

14.118.210 USS 15.969.975,75 113,12 

Angka Konsumsi 

Ikan 

68,69 77,49* 112,81 

Rata-rata Capaian SS2 111,425 

Sasasan 

Strategis 

INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET REALISASI 

CAPAIAN 

% 

Meningkatnya 

Ketahanan Pulau-

Pulau Kecil 

Terhadap 

Perubahan Iklim”.  

(SS 3) 

 

Jumlah Gugus Pulau 

yang terfasilitasi 

Mitigasi dan Adaptasi 

Perubahan Iklim 

3 Pulau 3 100 

Rata-rata Capaian SS3 100 

Pemberdayaan 

Masyarakat Pesisir 

dan Pulau-Pulau 

Kecil      (SS 4) 

 

Jumlah POKMASWAS 

yang Berperan 

dalam Pengawasan 

103 Kelompok 85 Kelompok 82,52 

Rata-rata Capaian SS4 82,52 

Meningkatnya 

Kapasitas 

Sumberdaya 

Aparatur Kelautan 

dan Perikanan (SS 

5) 

 

Persentase Tingkat 

Pelayanan Publik 

96,36 94,53 98,10 

Rata-rata Capaian SS5 98,10 
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Terwujudnya 

Penegakkan 

Regulasi yang 

Kuat dan Efektif 

( SS 6) 

Tingkat Kepatugan 

Pelaku Usaha 

Kelautan dan 

Perikanan Terhadap 

Perundang-undangan 

60% 97,35% 162,25 

Rata-rata Capaian SS6 162,25 

Rata-Rata Capaian SS  114,78 

 

Uraian capaian kinerja dari masing-masing sasaran strategis dan indikator-indikator 

kinerja dijabarkan sebagai berikut : 

SASARAN STRATEGIS 1 : “MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN (SS1)” 

 

Sasaran Strategis 1 dengan IKU “Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Kelautan dan 

Perikanan”. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah 

yang dipunggut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Capaian kinerja indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Perikanan 

tahun 2021 sebesar Rp.7.928.293.935,39,- (134,38%) atau melampai dari target yang 

ditetapkan sebesar Rp.5.900.000.000,-.  

 

Tabel 3.3. Realisasi dan Capaian Kinerja  

Indikator Nilai Pendapatan Asli Daerah Sektor Perikanan Tahun 2021 

NO INDIKATOR KINERJA 
TARGET   

TAHUN 2020                                                                                                        

REALISASI 

TAHUN 2020 

CAPAIAN  

% 

1. Nilai Pendapatan Asli Daerah 

Sektor Perikanan (Rp. 000,-) 

5.900.000 7.928.293 134,38 

 

Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Nilai Pendapatan 

Asli Daerah Sektor Perikanan antara Tahun 2019 dengan Tahun 2020 

NO INDIKATOR KINERJA 
TAHUN 2020 TAHUN 2021 

REALISASI  CAPAIAN % REALISASI CAPAIAN % 

1. Nilai Pendapatan Asli Daerah 

Sektor Perikanan (Rp. 000,-) 

5.339.215 133,48 7.928.293 134,38 

 

Tabel 3.5. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Nilai Pendapatan 

Asli Daerah Sektor Perikanan Tahun 2019 dan Tahun 2020 serta 

Target Tahun Akhir Periode RPJMD 
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NO INDIKATOR KINERJA 
REALISASI 

TAHUN 2020 

REALISASI 

TAHUN 2021 

TARGET   

TAHUN 2022                                                                                                        

1. Nilai Pendapatan Asli Daerah 

Sektor Perikanan (Rp. 000,-) 

5.339.215 7.928.293  4.202.500 

 

PAD Sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku sepanjang tahun 2021 

seperti pada table berikut : 
 

Tabel 3.6. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2021 

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku 

NO URAIRAN PENDAPATAN (Rp) PERSENTASE (%) 

1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 46.000.000.00 382 

2 Retribusi Pelayanan Kepelabuhan 2.550.847.635.39 160 

3 Retribusi Penjualan Produksi Usaha 

Daerah 

23.388.000.00 94 

4 Retribusi Perizinan Tertentu 5.297.220.800.00 123 

5 Retribusi Lain-Lain PAD yang Sah 10.837.500.00 36 

Total 7.928.293.935.39 133 

 

SASARAN STRATEGIS 2 : “MENINGKATNYA NILAI TAMBAH DAN DAYA 

SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (SS2)” 

 

Sasaran Strategi 2 (SS2) terdiri dari 8 indikator dengan capaian kinerja mencapai  

111,43 % atau berkategori baik sekali. Dari 8 indikator yang diukur dalam SS2,  

5 indikator mencapai capaian lebih dari 100% atau baik sekali yaitu: Pendapatan 

Pengolah dan Pemasar (158,78%), Nilai Tukar Nelayan (105,3%), Volume Ekspor 

Produk Perikanan (129,79%), Nilai Ekspor Produk Perikanan (113,12%) dan Angka 

Konsumsi Ikan (112,81%); serta 3 indikator dengan capaian Baik yaitu Jumlah 

Sertifikat Kelautan dan Pengolahan yang Diterbitkan (97,14%), Volume Produksi 

Pengolahan Hasil Perikanan (82,79%), Nilai Tukar Pembudidaya (91,67%)  

(Tabel.3.7).  
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Tabel 3.7. Capaian Kinerja dari Sasaran Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing  

Produk Kelautan dan Perkanan Tahun 2021 

NO INDIKATOR KINERJA 
REALISASI 

TAHUN 2020 

TARGET   

TAHUN 2021                                                                                                        

REALISASI 

TAHUN 2021 

CAPAIAN  

% 

1 Nilai Tukar Nelayan (NTN) 101.27 101,78 107,17 105,3 

2 Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi) 97.09 101,50 93,05 91,67 

3 Pendapatan Pengolah dan 

Pemasar 

Rp. 1.689.666,67 Rp. 1.321.018 Rp. 2.097.547 158,78 

4 Jumlah Sertifikat Kelautan dan 

Pengolahan yang diterbitkan 

56 35 34 97,14 

5 Volume Produksi Pengolahan 

Hasil Perikanan 

43.330,12 22.429 Ton 18.569,99 82,79 

6 Volume Ekspor Produk Perikanan 8.017,56 Ton 1.765 Ton 2.290,84 Ton 129,79 

7 Nilai Ekspor Produk Perikanan 45.128.287 US$ 14.118.210 US$ 15.969.975,75 113,12 

8 Angka Konsumsi Ikan *) 72,76 68,69 77,49* 112, 81 

Rata-rata Capaian  111,43 

Ket : *) Angka Sementara 

 

Penjelasan 8 (delapan) indikator dari Sasaran Startegis 2 “Meningkatnya Nilai Tambah 

dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan” tahun 2020 dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

1. Nilai Tukar Nelayan (NTN) 

Nilai tukar nelayan adalah adalah rasio antara indeks harga yang 

diterima nelayan (It) dengan indeks harga yang dibayar nelayan (Ib). NTN 

digunakan untuk mengukur kemampuan/daya beli nelayan dan dapat 

menunjukkan daya tukar produk perikanan dengan barang dan jasa yang di 

konsumsi maupun untuk biaya produksi.   

 

Tabel 3.8. Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Nilai Tukar Nelayan Tahun 2021 

NO INDIKATOR KINERJA 
TARGET   

TAHUN 2021                                                                                                       

REALISASI 

TAHUN 2021 

CAPAIAN  

% 

1 Nilai Tukar Nelayan (NTN) 101,78 107,17 105,3 

 

Tabel 3.9. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja  

Indikator Nilai Tukar Nelayan  antara Tahun 2020 dengan Tahun 2021 

NO INDIKATOR KINERJA 
TAHUN 2020 TAHUN 2021 

REALISASI CAPAIAN % REALISASI  CAPAIAN% 

1 Nilai Tukar Nelayan (NTN) 101.27 94,41 107,17 105,3 
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Tabel 3.10. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja  

Indikator Nilai Tukar Nelayan Tahun 2020, Tahun 2021 serta  

Target Tahun Akhir periode RPJMD   

NO INDIKATOR KINERJA 
REALISASI 

TAHUN 2020 

REALISASI 

TAHUN 2021 

TARGET 

TAHUN 2024 

1 Nilai Tukar Nelayan (NTN) 107,74 107, 17 105,3 

 

Capaian kinerja indikator utama nilai tukar nelayan (NTN) Provinsi Maluku pada 

Tahun 2021 sebesar 107,217 atau 105,3 % dan mencapai target yang ditetapkan 

sebesar 107,17.  

 

Berdasarkan standar kesejahteraan nelayan yaitu di atas 100,00 maka capaian 

NTN Provinsi Maluku telah memenuhi kriteria tersebut.  Semakin tinggi NTN, 

mengindikasikan semakin kuatnya tingkat kemampuan/daya beli nelayan. 

Kondisi pandemik Covid-19 yang melanda seluruh indonesia berdampak luas 

terhadap sektor kelautan dan perikanan serta nelayan-nelayan di Maluku. 

Pemberdayaan nelayan melalui pemberian bantuan paket sarana prasarana 

penangkapan ikan dalam tahun 2020 mengalami penurunan jumlah yang 

signifikan karena adanya refocusing anggaran pandemic Covid-19 pada 

lingkungan pemerintah daerah provinsi maluku termasuk Dinas Kelautan dan 

Perikanan. Selain itu, tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah juga turut 

mempengaruhi nilai tukar nelayan di provinsi Maluku.  

 

Upaya yang dilakukan dan akan terus dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Maluku dalam mendukung pencapaian Nilai Tukar Nelayan dilaksanakan 

dengan intervensi program perikanan tangkap dengan kegaiatan-kegiatan 

berupa :  

➢ Pengembangan Sarana Penangkapan Ikan 1.5 GT 

➢ Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang Penangkapan Ikan 

➢ Pelatihan Manajemen Usaha Perikanan Tangkap 
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2. Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi) 

Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi) merupakan alat ukur kesejahteraan 

pembudidaya yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima 

oleh pembudidaya dengan harga yang dibayarkan oleh pembudidaya. Angka 

capaian NTPi diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan dilaporkan secara berkala 

setiap bulannya. 

 

Tabel 3.11. Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Nilai Tukar Pembudidaya Tahun 2020 

NO INDIKATOR KINERJA 
TARGET   

TAHUN 2020                                                                                                        

REALISASI 

TAHUN 2020 

CAPAIAN  

% 

1 Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi) 101,50 97,09 96,13 

 

Tabel 3.12. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Nilai Tukar 

Pembudidaya antara Tahun 2020 dengan Tahun 2021 

NO INDIKATOR KINERJA 
TAHUN 2019 TAHUN 2020 

REALISASI CAPAIAN % REALISASI CAPAIAN % 

1 Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi) 109,52 94,03 97,09 96,13 

 

Tabel 3.13. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Nilai Tukar 

Pembudidaya Tahun 2020 dan Tahun 2021 serta  

Target Tahun Akhir periode RPJMD   

NO INDIKATOR KINERJA 
REALISASI 

TAHUN 2019 

REALISASI 

TAHUN 2020 

TARGET   

TAHUN 2024                                                                                                        

1 Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi) 109,52 97,09 101 

 

Rata-rata capaian NTPi pada bulan Januari s.d Desember 2021 adalah sebesar 93,05 atau 

mencapai 91,67% dari target 2021 yang telah ditetapkan yaitu 101,5.  Apabila dibandingkan 

dengan tahun 2020 menurun sebesar (4,85%).  Belum tercapainya target NTPi tahun 2021 

disebabkan karena penurunan margin penjualan rumput laut sebagai akibat kondisi pandemic 

menyebabkan ruang gerak pembudidaya terbatas, kapal yang biasanya datang membeli hasil 

tidak dapat masuk mengangkut hasil, sementara biaya produksi telah dikeluarkan. Juga 

dibarengi dengan meningkatnya harga-harga kebutuhan rumah tangga yang menyebabkan 

indeks bayar konsumsi rumah tangga juga meningkat. 
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Tabel 9. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Tahun 2021 

 

Sumber : Data dari BPS 

 

NTPi selama Januari hingga Desember fluktuatif sebagaimana terlihat pada Tabel 9. Indeks 

harga yang diterima untuk tahun 2021 hanya ada satu komponen saja yang dinilai yaitu 

budidaya laut, yang mana lebih condong dilakukan pemantauan untuk komoditas rumput 

laut. Secara keseluruhan indeks harga yang diterima oleh pembudidaya mengalami 

penurunan setiap bulannya, namun berbanding terbalik indeks harga yang harus dibayarkan 

oleh pembudidaya, yang mana mengalami kenaikan. Indeks yang dibayar (lb) relatif 

meningkat dikarenakan pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga. Hal ini kemungkinan 

dikarenakan naiknya harga kebutuhan bahan pokok sebagai akibat dari semakin melemahnya 

nilai rupiah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam pencapaian NTPi. Meskipun 

belum mencapai target, namun angka tersebut menunjukkan bahwa hasil dari pembudidayaan 

ikan bisa mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup pembudidaya sehari-hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) 88,84 88,79 86,91 88,69 89,95 92,57 92,35 94,53 97,9 100,78 97,6 97,63 93,05

Indeks Harga yang diterima pembudidaya 94,43 94,43 92,25 94,57 96,20 99,07 99,07 101,5 105,20 108,22 104,86 105,35 99,60

Ikan (lt)

Budidaya Laut 94,43 94,43 92,25 94,57 96,20 99,07 99,07 101,5 105,2 108,22 104,86 105,35 99,60

Indeks Harga  yang dibayar pembudidaya 106,29 106,43 106,14 106,63 106,95 107,02 107,28 107,37 107,45 107,39 107,44 107,91 107,03

Ikan (lb)

Indeks Konsumsi Rumah Tangga 107,37 107,43 107,19 107,76 108,14 108,23 108,53 108,64 108,73 108,65 108,73 109,27 108,22

Indeks BPPBM 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26

Komponen NTPi

2 0 2 1
 Rata-rata Jan 

s/d Des 2021
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Gambar 4. Grafik Perkembangan Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi) Tahun 2021 

 

Selama Tahun 2021, NTPi mencapai nilai tertinggi pada bulan Oktober 2021 dengan 

nilai mencapai 100,78.  Sedangkan nilai terendah terjadi pada bulan Maret 2021 yaitu 

sebesar 86,91 (terlihat pada Gambar 4). 

Upaya yang dilakukan dan akan terus dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Maluku dalam mendukung pencapaian Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi) 

dilaksanakan dengan intervensi program pengembangan budidaya perikanan 

dengan kegaiatan-kegiatan berupa :  

➢ Bimbingan Teknis Budidaya Ikan dan Manajemen Usaha Perikanan 

Budidaya 

➢ Pengadaan Budidaya Rumput Laut 

 

3. Pendapatan Pengolah dan Pemasar 

Rata-rata pendapatan pengolah dan pemasar ikan tahun 2021 sebesar Rp. 

2.097.547,-/org/bln atau mencapai 158,78% dari target yang ditetapkan. Rata-rata  

pendapatan pelaku usaha  cenderung meningkat bila dibandingkan dengan tahun  2020 

sebesar Rp. 1.689.666,67/org/bulan.  Kenaikan ini menggambarkan  bahwa  tingkat 

produktifitas pekerja  terhadap produksi perikanan yang dihasilkan meningkat. Selain 

itu beberapa unit usaha perikanan telah memberlakukan sistem pengupahan 

berdasarkan tinggi rendahnya produksi yang dihasilkan, sehingga sangat 

mempengaruhi kenaikan pendapatan pengolah dan pemasar hasil perikanan. 
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Tabel 3.14. Realisasi dan Capaian Kinerja  

Indikator Pendapatan Pengolah dan Pemasar Tahun 2021 

NO INDIKATOR KINERJA 
TARGET   

TAHUN 2021                                                                                                        

REALISASI 

TAHUN 2021 

CAPAIAN  

% 

1. Pendapatan Pengolah dan Pemasar (Rp,-) 1.321.018 2.097.547 158,78 

 

Tabel 3.15. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja  

Indikator Pendapatan Pengolah dan Pemasara antara Tahun 2020 dengan Tahun 2021 

  TAHUN 2019 TAHUN 2020 

NO INDIKATOR KINERJA REALISASI  CAPAIAN % REALISASI CAPAIAN % 

1. Pendapatan Pengolah dan 

Pemasar (Rp,-) 

1.689.666,67 128,55 2.097.547 158,78 

 

 

Tabel 3.16. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja  

Indikator Pendapatan Pengolah dan Pemasar Tahun 2020 dan tahun 2021 serta 

Target Tahun Akhir Periode RPJMD  

NO INDIKATOR KINERJA 
REALISASI 

TAHUN 2019 

REALISASI 

TAHUN 2020 

TARGET   

TAHUN 2024                                                                                                        

1. Pendapatan Pengolah dan 

Pemasar (Rp,-) 

1.689.666,67 2.097.547 158,78 

 

Upaya yang dilakukan dan akan terus dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Maluku dalam mendukung pencapaian Pendapatan Pengolah dan 

Pemasar dilaksanakan dengan intervensi program optimalisasi pengelolaan dan 

pemasaran produk perikanan  dengan kegaiatan berupa :  

➢ Pengawasan dan pembinaan mutu dan keamanan produk perikanan. 

 

4. Jumlah Unit Pengolahan Ikan yang Tersertifikasi 

Sertifkat Kelayakan Pengolahan yang diterbitkan tahun 2021 sebanyak 34 

sertifikat atau sebesar 61,82% dari target yang ditetapkan. Dari 34 SKP yang 

diterbitkan sebanyak 14 SKP merupakan permohonan baru dan  20 SKP 

merupakan proses perpanjangan masa berlaku. Beberapa hal yang menjadi 

kendala dalam proses peneribtan Rekomendasi SKP bagi UPI antara lain, belum 

terpenuhinya legalitas usaha  yang harus dipenuhi Unit Pengolahan Ikan sebagai 

prasyarat diterbitkannya rekomendasi SKP,  kurangnya kesadaran pelaku usaha 

dalam berkomitmen untuk memenuhi hal-hal teknis dalam  proses perpanjangan 
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SKP serta ada sejumlah unit pengolahan ikan yang sudah tidak lagi beroperasi 

di tahun 2021. 

 

Tabel 3.17. Realisasi dan Capaian Kinerja  

Indikator Jumlah SKP yang DiterbitkanTahun 2021 

NO INDIKATOR KINERJA 
TARGET   

TAHUN 2021                                                                                                       

REALISASI 

TAHUN 2021 

CAPAIAN  

% 

1. Jumlah Sertifikat Kelayakan 

Pengolahan yang diterbitkan 

35 34 97,14 

 

Tabel 3.18. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Jumlah SKP 

yang Diterbitkan antara Tahun 2019 dengan Tahun 2020 

NO INDIKATOR KINERJA 
TAHUN 2020 TAHUN 2021 

REALISASI  CAPAIAN % REALISASI CAPAIAN % 

1. Jumlah Sertifikat Kelayakan 

Pengolahan yang diterbitkan 

56 112 35 97,14 

 

Tabel 3.19. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Jumlah SKP 

yang Diterbitkan Tahun 2020 dan tahun 2021 serta  

Target Tahun Akhir Periode RPJMD 

NO INDIKATOR KINERJA 
REALISASI 

TAHUN 2020 

REALISASI 

TAHUN 2021 

TARGET   

TAHUN 2022                                                                                                       

1. Jumlah Sertifikat Kelayakan 

Pengolahan yang diterbitkan 

56 34 70 

 

Peningkatan capaian kinerja ini menandakan bahwa kesadaran pelaku usaha 

akan pentingnya memperoleh SKP serta pentingnya menerapkan cara penangan 

dan pengolahan yang baik dalam rangka menjamin mutu dan kualitas produk 

perikanan makin tinggi.  

 

Upaya yang dilakukan dan akan terus dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Maluku dalam mendukung pencapaian Jumlah Sertifikat Kelayakan 

Pengolahan yang Diterbitkan dengan intervensi program optimalisasi 

pengelolaan dan pemasaran produk perikanan  dengan kegaiatan berupa :  

➢ Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen GMP/SSOP untuk Penerbitan 

SKP 
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5. Volume Produksi Hasil Perikanan 

 

Volume produksi pengolahan hasil perikanan baik yang diproduksi oleh unit 

pengolahan ikan skala mikro kecil maupun menengah besar mencapai 18.569,99 ton  

atau 82,79% dari target yang di tetapkan.   Dibandingkan dengan  tahun sebelumnya, 

di tahun 2021 volume produksi mengalami penurunan kurang lebih 57%. Dampak 

pandemi Covid - 19 masih turut  mempengaruhi produksi perikanan. Walau 

pembatasan sosial kemasyarkatan tidak berlangsung lama, namun cukup 

berpengaruh pada jumlah permintaan dan pemasaran sehingga produksi juga  

mengalami penurunan.  

 

Tabel 3.20. Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Volume Produksi Pengolahan 

Hasil Perikanan Tahun 2021 

NO INDIKATOR KINERJA 
TARGET   

TAHUN 2021                                                                                                        

REALISASI 

TAHUN 2021 

CAPAIAN  

% 

1.  Volume Produksi Pengolahan 

Hasil Perikanan (Ton) 

22.429 18.569,99 82,79 

 

Tabel 3.21. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Volume 

Produksi Pengolahan Hasil Perikanan antara Tahun 2020 dengan Tahun 2021 

NO INDIKATOR KINERJA 
TAHUN 2020 TAHUN 2021 

REALISASI  CAPAIAN % REALISASI CAPAIAN % 

1.  Volume Produksi Pengolahan Hasil 

Perikanan (Ton) 

43.330,12 *)  197,05 18.569,99 82,79 

 

 

Tabel 3.22. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Volume 

Produksi Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2020 dan tahun 2021 serta  

Target Tahun Akhir Periode RPJMD 

NO INDIKATOR KINERJA 
REALISASI 

TAHUN 2019 

REALISASI 

TAHUN 2020 

TARGET   

TAHUN 2024                                                                                                        

1.  Volume Produksi Pengolahan Hasil 

Perikanan (Ton) 

43.330,12 *) 18.569,99 23.802  

 

Dampak pamdemik Covid-19 sangat mempengaruhi produksi perikanan yang 

dihasilkan. Pembatasan sosial kemasyarakatan mengakibatkan sejumlah unit 
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usaha terutama mikro kecil tidak melakukan proses produksi sebagai akibat dari 

turunnya jumlah permintaan maupun pemasran produk olahan yang dikonsumsi.  

 

Upaya yang dilakukan dan akan terus dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Maluku dalam mendukung pencapaian Volume Produksi Pengolahan 

Hasil Perikanan dengan intervensi program optimalisasi pengelolaan dan 

pemasaran produk perikanan  dengan kegaiatan berupa :  

➢ Pengawasan dan Pembinaan Mutu dan Keamanan Produk Perikanan 

➢ Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen GMP/SSOP untuk Penerbitan 

SKP 

➢ Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang Pengolahan 

➢ Sosialisasi Pengembangan Pengelolaan dan Konsumsi Gemar Makan 

Ikan Melalui Lomba Masak Serba Ikan 

➢ Penyediaan Produk Perikanan bagi Masyarakat (pasar ikan murah 

menjelang hari raya) 

 

6. Volume Ekspor Produk Perikanan 

Volume Ekspor Perikanan mencapai nilai sebesar 2.290,84 ton sepanjang tahun 2021 

atau sebesar 129,79% dari target yang ditetapkan. Walau melebihi target yang 

ditetapkan, namun export tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 

2020 yang mencapai 8.017,56 ton. Beberapa hal yang menyebabkan penurunan 

volume eksport antara lain belum stabilnya harga container yang sangat 

mempengaruhi distribusi pengiriman keluar daerah. Bebearapa unit pengolahan ikan 

yang secara rutin  melakukan kegiatan export, akibat Covid -19 sempat berhenti 

berproduksi karena berdampak langsung pada proses produksi di unit pengolahan 

ikan. Hal ini cukup mempengaruhi volume eksport yang dihasilkan.  
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Tabel 3.23. Realisasi dan Capaian Kinerja  

Indikator Volume Ekspor Produk Perikanan Tahun 2020 

NO INDIKATOR KINERJA 
TARGET   

TAHUN 2020                                                                                                        

REALISASI 

TAHUN 2020 

CAPAIAN  

% 

1. Volume Ekspor Produk Perikanan 

(Ton) 

1.756 8.017,56  456,58 

 

Tabel 3.24. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Volume Ekspor Produk 

Perikanan antara Tahun 2019 dan Tahun 2020 

NO INDIKATOR KINERJA 
TAHUN 2019 TAHUN 2020 

REALISASI  CAPAIAN % REALISASI CAPAIAN % 

1. Volume Ekspor Produk Perikanan 

(Ton) 

1.797  0,8 8.017,56  456,58 

 

Tabel 3.25. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Volume Ekspor Produk 

Perikanan Tahun 2019 dan Tahun 2020 serta Target Tahun Akhir Periode RPJMD 

NO INDIKATOR KINERJA 
REALISASI  

TAHUN 2019 

REALISASI 

TAHUN 2020 

TARGET   

TAHUN 2024                                                                                                        

1. Volume Ekspor Produk Perikanan 

(Ton) 

1.797  8.017,56  1.791 

 

 

7. Nilai Ekpsor Produk Perikanan 

Demikian halnya dengan nilai ekpsor, yang mencapai nilai sebesar 15.969.975,75 US$ 

atau 113,12% dari target yang ditetpakan. Namun jika dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya nilai ekspor tahun 2021 juga mengalami penurunan.   

 

Tabel 3.26. Reaslisasi dan Capaian Kinerja  

Indikator Nilai Ekspor Produk Perikanan Tahun 2021 

NO INDIKATOR KINERJA 
TARGET   

TAHUN 2021                                                                                                       

REALISASI 

TAHUN 2021 

CAPAIAN  

% 

1. Nilai Ekspor Produk Perikanan (US$) 14.118.210 15.969.975,75 113,12 

 

Tabel 3.27. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Nilai Ekspor Produk 

Perikanan antara Tahun 2020 dengan Tahun 2021 

NO INDIKATOR KINERJA 
TAHUN 2020 TAHUN 2021 

REALISASI CAPAIAN % REALISASI CAPAIAN % 

1. Nilai Ekspor Produk Perikanan (US$) 45.128.287 321,24 15.969.975,75 113,12 
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Tabel 3.28. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Nilai Ekspor Produk 

Perikanan Tahun 2020 dan Tahun 2021 serta Target Tahun AKhir Periode RPJMD 

NO INDIKATOR KINERJA 
REALISASI 

TAHUN 2020 

REALISASI 

TAHUN 2021 

TARGET   

TAHUN 2024                                                                                                        

1. Nilai Ekspor Produk Perikanan (US$) 45.128.287 15.969.975,75 14.331.044 

 

Upaya yang dilakukan dan akan terus dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Maluku dalam mendukung pencapaian Volume dan Nilai Ekspor Produk 

Perikanan dengan intervensi program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran 

produk perikanan  dengan kegaiatan berupa :  

➢ Pengawasan dan Pembinaan Mutu dan Keamanan Produk Perikanan 

➢ Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen GMP/SSOP untuk Penerbitan 

SKP 

➢ Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang Pengolahan 

➢ Sosialisasi Pengembangan Pengelolaan dan Konsumsi Gemar Makan 

Ikan Melalui Lomba Masak Serba Ikan 

➢ Penyediaan Produk Perikanan bagi Masyarakat (pasar ikan murah 

menjelang hari raya) 

 

8. Angka Konsumsi Ikan 

Angka Konsumsi Ikan untuk tahun 2021 merupakan karena survei konsumsi rumah 

tangga atau hasil SUSENAS dari BPS belum dilaksanakan. Tahun 2020 AKI Maluku adalah 

73,82 Kg/kap/thn angka ini telah melampaui target AKI di tahun yang sama yaitu 

sebesar 68,01 kg/kap/thn.    Di tahun 2021, AKI (sementara) yang dicapai adalah 77,49 

kg/kap/thn atau mencapai 112,13% dari target yang ditetapkan yaitu  68,69 kg/kap/thn. 

Tingginya kesadaran dan kecenderungan masyarakat Maluku akan pentingnya  

mengkonsumsi ikan setiap hari serta upaya penurunan angka stunting di Maluku turut 

mempengaruhi peningkatan konsumsi ikan di Maluku.  

 

Tabel 3.29. Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Angka Konsumsi Ikan Tahun 2021 

NO INDIKATOR KINERJA 
TARGET   

TAHUN 2021                                                                                                        

REALISASI 

TAHUN 2021 

CAPAIAN  

% 

1. Angka Konsumsi Ikan *) 68,69 77,49 112,81 
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Tabel 3.30. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Capaian Kinerja 

Indikator Angka Konsumsi Ikan antara Tahun 2020 dengan Tahun 2021 

NO INDIKATOR KINERJA 
TAHUN 2020 TAHUN 2021 

REALISASI  CAPAIAN % REALISASI  CAPAIAN % 

1. Angka Konsumsi Ikan  72,76 106,98 77,49 112,81 

 

Tabel 3.31. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Target Capaian Kinerja 

Indikator Angka Konsumsi Ikan Tahun 2020 dan Tahun 2021 serta 

Target Tahun Akhir Periode RPJMD 

NO INDIKATOR KINERJA 
REALISASI 

TAHUN 2019 

REALISASI 

TAHUN 2020 

TARGET   

TAHUN 2020                                                                                                        

1. Angka Konsumsi Ikan 72,76 77,49 70,77 

 

 

Upaya yang dilakukan dan akan terus dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Maluku dalam mendukung pencapaian Angka Konsumsi Ikan dengan 

intervensi program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produk perikanan  

dengan kegaiatan berupa :  

➢ Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang Pengolahan 

➢ Sosialisasi Pengembangan Pengelolaan dan Konsumsi Gemar Makan 

Ikan Melalui Lomba Masak Serba Ikan 

➢ Penyediaan Produk Perikanan bagi Masyarakat (pasar ikan murah 

menjelang hari raya). 

 

SASARAN STRATEGIS 3 : “ TERCAPAINYA PENATAKELOLAAN RUANG LAUT 

YANG OPTIMAL”. 

 

Sasaran Strategis ini bertujuan untuk’’Mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi 

perairan yang berkelanjutan serta penerapan perbaikan pengelolaan perikanan yang 

berkelanjutan. Pengukuran Indikator dari SS 3 berdasarkan jumlah pulau yang dikelola 

melalui kegiatan inisiasi Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan dengan target 3 

pulau. Capaian kinerja indikator SS3 terealisasi dengan baik. 
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Tabel 3.32. Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Jumlah Gugus Pulau yang 

Terfasilitasi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Tahun 2021 

NO INDIKATOR KINERJA 
TARGET   

TAHUN 2021                                                                                                        

REALISASI 

TAHUN 2021 

CAPAIAN  

% 

1. Jumlah Gugus Pulau yang 

Terfasilitasi Mitigasi dan 

Adaptasi Perubahan Iklim 

3 3 100 

 

Tabel 3.33. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Jumlah Gugus Pulau 

yang Terfasilitasi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim antara  

Tahun 2020 dengan Tahun 2021 

NO INDIKATOR KINERJA 
TAHUN 2020 TAHUN 2021 

REALISASI  CAPAIAN % REALISASI CAPAIAN % 

1. Jumlah Gugus Pulau yang 

Terfasilitasi Mitigasi dan 

Adaptasi Perubahan Iklim 

-  - 3 100 

 

Tabel 3.34. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Jumlah Gugus Pulau 

yang Terfasilitasi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Tahun 2020 dan Tahun 2021 

serta Target Tahun Akhir Periode RPJMD 

NO INDIKATOR KINERJA 
REALISASI 

TAHUN 2020  

REALISASI 

TAHUN 2021 

TARGET   

TAHUN 2024                                                                                                        

1. Jumlah Gugus Pulau yang 

Terfasilitasi Mitigasi dan 

Adaptasi Perubahan Iklim 

-  3 2 

 

Upaya yang akan terus dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan 

jumlah gugus pulau yang tanggap terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 

yaitu : 

• Rehabilitasi Ekosistem Khas Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Rehabilitasi 

Ekosistem Mangrove/Ekosistem Lamun/Ekosistem Terumbu Karang.  

 

SASARAN STRATEGIS 4 : “PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN 

PULAU-PULAU KECIL”. 
 

Sasaran Strategis ini bertujuan untuk’’ Meningkatakan Pengawasan SDKP sesuai 

Peraturan Perundang-Undangan. Pengukuran indikator SS 4 berdasarkan Jumlah 

POKMASWAS yang Berperan dalam Pengawasan.  
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Tabel 3.35. Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Jumlah Pokmaswas yang Berperan 

dalam Pengawasan Tahun 2021 

NO INDIKATOR KINERJA 
TARGET   

TAHUN 2021                                                                                                      

REALISASI 

TAHUN 2021 

CAPAIAN  

% 

1. Jumlah POKMASWAS yang 

Berperan dalam Pengawasan 

103 85 82,52 

 

Tabel 3.36. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Jumlah Pokmaswas 

yang Berperan dalam Pengawasan antara Tahun 2020 dengan Tahun 2021 

NO INDIKATOR KINERJA 
TAHUN 2020 TAHUN 2021 

REALISASI  CAPAIAN % REALISASI CAPAIAN % 

1. Jumlah POKMASWAS yang 

Berperan dalam Pengawasan 

12  13,95 85 82,52 

 

Tabel 3.37. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Jumlah Pokmaswas 

yang Berperan dalam Pengawasan Tahun 2020 dan Tahun 2021 serta  

Target Tahun Akhir Periode RPJMD 

NO INDIKATOR KINERJA 
REALISASI 

TAHUN 2020  

REALISASI 

TAHUN 2021 

TARGET   

TAHUN 2024                                                                                                        

1. Jumlah POKMASWAS yang 

Berperan dalam Pengawasan 

12 85 146 

 

Capaian indikator SS4 sebesar 82,52% (Tabel 3.35). Dari target yang ditetapkan 

sebanyak 85 POKMASWAS yang terlibat dalam pengawasan. Rendahnya capaian 

kinerja SS4 juga dikarenakan adanya refocusing anggaran.  

Upaya yang dilakukan dan akan terus dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk 

meningkatkan peran serta POKMASWAS dalam pengawasan sebagai berikut : 

• Pembinaan Kelompok Pengawas Perikanan (POKMASWAS) 

 

SASARAN STRATEGIS 5 : “MENINGKATNYA KAPASITAS SUMBERDAYA 

APARATUR KELAUTAN DAN PERIKANAN”. 

Sasaran Strategis ini bertujuan untuk’’ Mengoptimalisasi peran SDM Aparatur DKP dan 

optimalisasi pengawasan pembangunan KP. Pengukuran indikator SS 5 berdasarkan 

Persentase Tingkat Pelayanan Publik.  

 

Tabel 3.38. Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Tingkat Pelayanan Publik Tahun 2021 
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NO INDIKATOR KINERJA 
TARGET   

TAHUN 2021                                                                                                       

REALISASI 

TAHUN 2021 

CAPAIAN  

% 

1. Persentasi Tingkat Pelayanan 

Publik (%) 

96,36   

 

Tabel 3.39. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Tingkat Pelayanan 

Publik antara Tahun 2020 dengan Tahun 2021 

NO INDIKATOR KINERJA 
TAHUN 2020 TAHUN 2021 

REALISASI  CAPAIAN % REALISASI CAPAIAN % 

1. Persentasi Tingkat Pelayanan 

Publik (%) 

97,19 102,05   

 

Tabel 3.40. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Tingkat Pelayanan 

Publik Tahun 2020 dan Tahun 2021 serta Target Tahun Akhir Periode RPJMD 

NO INDIKATOR KINERJA 
REALISASI 

TAHUN 2019  

REALISASI 

TAHUN 2020 

TARGET   

TAHUN 2024                                                                                                        

1. Persentasi Tingkat Pelayanan 

Publik (%) 

97,19  99,84 

 

Capaian Kinerja Persentase Tingkat Pelayanan Publik sebesar 97,35 atau mencapai 

162,25,05% yang artinya capaian tahun 2020 mengalami kenaikan dari tahun 2020. 

Walaupun mengalami refocusing anggaran namun dengan program/kegiatan yang 

telah ditetapkan di tahun 2020 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, UPTD 

maupun Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Gugus Pulau I-XII dengan SDM dan 

sarana prasarana yang ada tetap mengusahakan pelayanan yang optimal. 

 

SASARAN STRATEGIS 6 : “TERWUJUDNYA PENEGAKAN REGULASI YANG KUAT 

DAN EFEKTIF”. 

 

Sasaran Strategis ini bertujuan untuk’’ Mengoptimalisasi peran SDM Aparatur DKP dan 

optimalisasi pengawasan pembangunan KP. Pengukuran indikator SS 6 berdasarkan 

Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Peraturan 

Perundang-Undangan.  

 

Tabel 3.15. Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha 

Kelautan dan Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2020 
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NO INDIKATOR KINERJA 
TARGET   

TAHUN 2020                                                                                                        

REALISASI 

TAHUN 2020 

CAPAIAN  

% 

1. Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha 

kelautan dan perikanan terhadap 

peraturan perundang-undangan 

60 97,35 162,25% 

 

Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Tingkat Kepatuhan 

Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan antara 

Tahun 2019 dengan Tahun 2020 

NO INDIKATOR KINERJA 
TAHUN 2019 TAHUN 2020 

REALISASI  CAPAIAN % REALISASI CAPAIAN % 

1. Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha 

kelautan dan perikanan terhadap 

peraturan perundang-undangan 

97,19 102,05 97,35 162,25% 

 

Tabel 3.17. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Tingkat Kepatuhan 

Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan  

Tahun 2019 dan Tahun 2020 serta Target Tahun Akhir Periode RPJMD 

NO INDIKATOR KINERJA 
REALISASI 

TAHUN 2019  

REALISASI 

TAHUN 2020 

TARGET   

TAHUN 2024                                                                                                        

1. Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha 

kelautan dan perikanan terhadap 

peraturan perundang-undangan 

97,19 97,35 99,84 

 

Capaian kinerja Sasaran Strategi 6 dengan indikator kepatuhan pelaku usaha terhadap 

peraturan perundang-undangan mencapai 162,25 % dari target yang ditetapkan. 

Capaian kinerja ini tidak terlepas dengan dukungan Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Maluku dalam upaya menjaga sumberdaya ikan, laut dan pulau pulau kecil. 

Upaya yang dilakukan dan akan terus dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk 

mewujudkan kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan 

perundang-undangan sebagai berikut : 

• Pembinaan Kelompok Pengawas Perikanan (POKMASWAS) 

• Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 

• Forum Koordinasi Tindak Pidana Perikanan di Provinsi Maluku 

 

ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA 

1. Anggaran 
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Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi maluku telah mengalami 

refocusing yang berdampak pada efisiensi anggaranprogram/kegiatan dinas 

tahun 2021. Efisiensi anggaran secara langsung berdampak pada pencapaian 

kinerja dari program/kegiatan yang mendukung IKU.   

 

2. Sumber Daya Manusia 

ASN pada Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku tahun 2021, 

UPTD dan Cabang Dinas Kelautan dan perikanan Gugus Pulau I-XII 

dioptimalkan pada masa pandemic Covid-19 untuk mencapai target kinerja 

yang telah ditetapkan. 

 

3. Waktu Pelaksanaan 

Capaian kinerja terhambat dikarenakan refocusing dan situasi pandemic covid. 

Sebagian besar kegiatan baru dipacu pada triwulan IV untuk mencapai target 

kinerja. 

 

4. Sarana dan Prasarana Penunjang 

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pada gugus pulau untuk 

menjangkau lokus-lokus atau titik-titik sentra kelautan dan perikanan juga 

berpengaruh terhadap capaian kinerja dinas.  

   

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN 

KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA 

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis ini 

adalah sebanyak 10 program dan 62 kegiatan yang bersumber dari APBD.  

 

3.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN 

3.2.1.Pembiayaan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku 

Tahun 2020 

 Penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Maluku 

oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku mendapatkan alokasi 

anggaran belanja langsung melalui APBD sebesar Rp. 81.559.739.343,- 
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(Delapan Puluh Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta 

Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga 

Rupiah) yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 70.024.457.547,- (Tujuh 

puluh milyar dua puluh empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus 

empat puluh tujuh rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp. 11.535.281.796,- 

(Sebelas milyar lima ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh satu 

ribu tujuh ratus Sembilan puluh enam rupiah).  

 

Realisasi anggaran sampai akhir tahun sebesar Rp. 79.361.424.995,- (Tujuh 

puluh Sembilan milyar tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus dua puluh 

empat ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah ). 
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BAB IV.PENUTUP 

 

4,1. Kesimpulan 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun 

2021 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja dinas dalam penyelenggaraan 

pembangunan kelautan dan perikanan di provinsi Maluku sesuai dengan tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan.  

Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian kinerja sasaran strategis dan indikator 

kinerja, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku mendapatkan alokasi dana APBD 

tahun 2020 sebesar Rp. 81.559.739.343,- (Delapan Puluh Satu Milyar Lima Ratus 

Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus 

Empat Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 

70.024.457.547,- (Tujuh puluh milyar dua puluh empat juta empat ratus lima puluh tujuh 

ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp. 11.535.281.796,- 

(Sebelas milyar lima ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh 

ratus Sembilan puluh enam rupiah).  

 

Realisasi anggaran sampai akhir tahun sebesar Rp. 79.361.424.995,- (Tujuh puluh 

Sembilan milyar tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu 

Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah ). 

Secara umum capain kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku pada Tahun 

2020 berkategori baik yang terdiri dari 6 indikator sasaran strategis dan 13 indikator 

kinerja utama yang dapat disimpulkan sebagai berikut : 

▪ Capaian kinerja sasaran strategis rata-rata sebesar 114,78 % atau berkategori baik 

sekali; 50 % berkategori baik sekali dan 50 % berkategori baik. 

▪ Capaian indikator kinerja utama 53,85 % berkategori baik sekali, 46,15% 

berkategori baik  
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▪ Indikator kinerja yang masih perlu ditingkatkan capaiannya adalah: 

1. Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi) 

2. Jumlah Sertifikat Kelautan dan Pengolahan yang Diterbirkan 

3. Jumlah POKMASWAS yang berperan dalam Pengawasan 

4. Persentase Tingkat Pelayanan Publik 

 

4.2. Solusi 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka upaya-upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan 

kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui fokus dan 

prioritas program serta pemerataan antar wilayah di Maluku yang berbasis gugus pulau, 

sebagai berikut : 

1. Peningkatan pemberdayaan/bantuan pemerintah bagi nelayan, pembudidaya, 

pengolah dan pemasar produk hasil perikanan untuk meningkatkan NTPi. 

2. Perluasan akses pasar, promosi, inventasi maupun permodalan usaha untuk 

nelayan/pembudidaya/pengolah/pemasar untuk meningkatkan NTPI  

3. Meningkatkan pembinaan POKMASWAS yang tersebar pada 12 Gugus Pulau 

serta bantuan sarana/prasarana pengawasan bagi POKMASWAS. 

4. Meningkatkan efesiensi dan efektifitas dalam pelayanan publik. 

Akhirnya pencapaian kinerja sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja  

Tahun 2021 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dapat terpenuhi sesuai dengan 

harapan dan cita-cita walaupun masih terdapat kekurangan - kekurangan yang perlu kerja 

keras untuk dibenahi. 


